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D. Koridor Ekonomi Kalimantan 

1. Overview Koridor Ekonomi Kalimantan 
Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, tema 
pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai Pusat 
Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Hal ini 
tercermin dalam daftar rencana investasi fast-track MP3EI yang didominasi oleh 
kegiatan ekonomi utama energi (migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi 
baja). Adapun kegiatan-kegiatan  ekonomi utama di dalam Koridor Ekonomi 
Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota Pontianak, 
Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, yang terkoneksi melalui Jalur 
Penghubung Koridor. 
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Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penopang utama 
perekonomian Kalimantan adalah sektor migas dan pertambangan yang 
berkontribusi sekitar 50 persen dari total PDRB Kalimantan. Namun demikian, 
terdapat beberapa kendala terkait dengan pengembangan perekonomian yang 
dihadapi oleh Koridor Ekonomi Kalimantan antara lain: 
a. Adanya tren menurun pada total nilai produksi sektor migas dari tahun ke tahun, 

sehingga perlu pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya guna 
mengimbangi penurunan kinerja sektor migas, sehingga perekonomian 
Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya; 

b. Terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di dalam koridor, baik antara 
wilayah penghasil migas dengan non-penghasil migas, maupun antara kawasan 
perkotaan dengan kawasan perdesaan; 

c. Terdapat kesenjangan antara infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia dengan 
yang dibutuhkan. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup infrastruktur 
fisik seperti jalan, kelistrikan, akses air bersih, dan lain-lain; dan non-fisik (sosial) 
seperti pendidikan dan layanan kesehatan. 

d. Realisasi investasi pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang sejauh ini 
masih tergolong rendah; 

 
Gambar 3.D.1 

PDRB di Kalimantan 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa walaupun terdapat penurunan pada kontribusi 
sektor migas, hampir 50 persen dari PDRB Kalimantan masih didominasi oleh sektor 
migas. Sektor migas masih akan menjadi kegiatan ekonomi utama yang menjadi 
fokus dalam aktivitas perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan. Adapun selain 
minyak dan gas, kegiatan ekonomi utama lain yang teridentifikasi di Koridor 
Ekonomi Kalimantan adalah batubara dan kelapa sawit. 
 
Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI), 
telah diidentifikasi beberapa kegiatan ekonomi utama yang berpotensi menjadi 
penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan di masa depan, 
yaitu: besi baja, bauksit, dan perkayuan. 
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a. Minyak dan Gas 
Sejak tahun 2002, kenaikan permintaan minyak dan gas (migas) untuk 
kebutuhan domestik membuat Indonesia bergantung pada impor migas. 
Menanggapi situasi tersebut, Indonesia perlu mengembangkan tiga lokasi 
cadangan terbesar minyak, di mana salah satunya terdapat di Pulau Kalimantan. 
Kondisi saat ini, sektor migas di Koridor Ekonomi Kalimantan mengalami 
penurunan produksi dari tahun ke tahun karena kurangnya pengembangan 
lapangan minyak dan gas bumi baru. 

 

Gambar 3.D.2 

Impor Minyak dan Gas Bumi 

 
 
Menunjuk pada data US Energy Information Administration tahun 2005, 
Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas 
– LNG ) terbesar di dunia. Namun tidak lagi demikian sejak tahun 2007, 
peringkat Indonesia sebagai negara pengekspor LNG turun menjadi ranking 
ketiga setelah Qatar dan Malaysia. Gejala penurunan ditunjukkan pada tren 
produksi LNG yang semakin menurun dari tahun ke tahun di Kalimantan Timur, 
sebagai produsen LNG terbesar di Indonesia. Apabila tidak dilakukan eksplorasi  
untuk menemukan cadangan gas bumi baru, maka produksi LNG Indonesia 
secara total akan terus menurun. Teridentifikasi bahwa kontribusi produksi LNG 
di Kalimantan sekitar 37 persen dari total produksi LNG Indonesia. 
 
Untuk komoditas minyak dan gas bumi (migas), strategi percepatan pertumbuhan 
pembangunan difokuskan untuk mendukung peningkatan produksi migas 
nasional menjadi 1 juta bph pada 2025 (sumber: Kementerian ESDM, 2010). Saat 
ini, realisasi rata-rata lifting Desember 2010 – Februari 2011 hanya sekitar 893 
ribu bph. Tersendatnya produksi nasional ini salah satunya disebabkan karena 
menurunnya tingkat lifting minyak bumi secara alamiah (penurunan sekitar 12 
persen per tahun) di dalam negeri (Sumur minyak produksi kurva biasanya 
berakhir dalam sebuah penurunan eksponensial. Pada tingkat alamiah, sumur 
minyak kurva produksi terlihat mirip dengan kurva lonceng, sebuah fenomena 
yang dikenal sebagai kurva Hubbert. Penurunan produksi tersebut sampai pada 
titik di mana mereka tidak lagi menghasilkan sejumlah keuntungan) 
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Kegiatan eksplorasi migas di Kalimantan pada masa yang akan datang 
diperkirakan akan mengarah pada wilayah-wilayah yang kondisi medannya lebih 
sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal, seperti eksplorasi di laut dalam. 
Selain metode eksplorasi migas secara konvensional, peluang yang sangat 
potensial untuk dikembangkan adalah peningkatan kapasitas gas Metana Batu 
Bara (MBB) sebagai salah satu pendongkrak tingkat produksi gas nasional yang 
belum optimal. Sebagai contoh, optimalisasi kapasitas 
produksi MBB di Bontang – Kalimantan Timur masih tersendat karena 
memerlukan investasi tambahan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi 
MBB. Peningkatan eksplorasi MBB di Kaltim dilakukan agar dapat mendukung 
optimalisasi kapasitas produksi pabrik pencairan LNG Bontang yang berkapasitas 
sebesar 3,7 mkkph (milyar kaki kubik per hari). Saat ini pabrik tersebut hanya 
beroperasi pada level produksi 2,55 mkkph pada 2009 dan 2,38 mkkph pada 
2010. 

Gambar 3.D.3  

Ekspor Minyak dan Gas Bumi 

 
Kegiatan ekonomi utama minyak dan gas di Koridor Ekonomi Kalimantan 
direncanakan terdapat di lokus Balikpapan, Blok Delta Mahakam, Rapak, dan 
Ganal. Rencana investasi industri migas yang akan dilakukan di Kalimantan pada 
periode 2011—2015 berupa proyek-proyek utama seperti penambahan kapasitas 
produksi BBM di Balikpapan dan sekitarnya, serta eksplorasi laut dalam di Rapak 
dan Ganal.  
 
Kegiatan ekonomi utama minyak dan gas di Koridor Ekonomi Kalimantan akan 
melibatkan pihak swasta, BUMN, maupun pemerintah. 

 
 

1) Regulasi dan Kebijakan  
Untuk mengurangi inefisiensi serta meningkatkan daya tarik investasi bagi 
pengembangan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas di Kalimantan, 
diperlukan dukungan penataan regulasi, sebagai berikut: 
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a) Menyiapkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract – PSC) yang 

lebih menarik bagi perusahaan migas, dimana daya tarik ditentukan dari 
biaya yang perlu dibayar di muka untuk mendapatkan kontrak bagi hasil 
dan besar kecilnya peran Pemerintah dalam kontrak tersebut (semakin kecil 
biaya yang perlu dibayar di muka dan semakin kecil peran Pemerintah, 
maka kontrak bagi hasil akan semakin menarik); 

b) Menyederhanakan regulasi (termasuk perijinan) di bidang minyak dan gas; 
c) Mengurangi subsidi minyak dan gas secara bertahap. 

 
2) Konektivitas (infrastruktur)  

Upaya lainnya yang dapat dilakukan terkait dengan pengembangan kegiatan 
ekonomi utama migas di Kalimantan ialah peningkatan kualitas infrastruktur 
untuk mendukung distribusi dan logistik migas. 

 
3) SDM dan IPTEK  

Upaya pengembangan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih komprehensif 
(kemampuan eksploitasi migas hulu dan pemrosesan migas hilir) dengan 
penerapan teknologi yang tepat dapat dilakukan melalui: 
a) Pemberian dukungan teknis melalui peningkatan teknologi dan kualitas 

sumber daya manusia agar dapat menurunkan biaya ekplorasi terutama 
pada wilayah-wilayah dengan kondisi medan sulit, seperti eksplorasi di laut 
dalam; 

b) Pemberian investasi tambahan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi 
untuk peningkatan kapasitas gas metana batu bara (MBB); 

c) Upaya mendorong percepatan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), 
sebagai satu upaya dalam meningkatkan upstream activity (eksplorasi & 
produksi), dimana penggunaan teknologi EOR ini akan mengoptimalkan 
kapasitas konsesi dari sumur-sumur minyak tua (brown fields); 

d) Pengembangan teknologi yang mendukung transportasi, refining, dan 
marketing untuk peningkatan kapasitas downstream (hilir). 

 
Gambar 3.D.4  

Proyeksi Cadangan Gas di Kalimantan Timur 

 
b. Batubara 

Sektor pertambangan batubara di Kalimantan diidentifikasi sebagai salah satu 
kegiatan ekonomi utama yang dapat menopang perekonomian Koridor Ekonomi 
Kalimantan di saat produktivitas sektor migas menurun. Pada tahun 2010, jumlah 
batubara yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri adalah sebesar 60 juta 
ton (18 persen dari total produksi). Sektor kelistrikan merupakan pengguna 
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batubara terbesar di dalam negeri. ementara sisanya sebesar 265 juta ton telah 
diekspor ke beberapa negara. Adapun, negara tujuan utama ekspor batubara 
Indonesia adalah Jepang, Cina, India, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN. 

 
Gambar 3.D.5  

Sumberdaya dan Cadangan Batubara 

 
 
Sejak tahun 1996 hingga 2010, produksi batubara Indonesia mengalami 
pertumbuhan rata-rata sebesar 14,8 persen per tahun, dan pertumbuhan rata-
rata ekspor batubara Indonesia adalah 15,1 persen per tahun. Sementara, angka 
konsumsi batubara dalam negeri mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,8 
persen per tahun dalam periode 1996 – 2010. Di tahun 2010 jumlah produksi 
batubara mencapai 325 juta ton dengan jumlah ekspor 265 juta ton dan 
penggunaan domestik sebesar 60 juta ton. 

 

Gambar 3.D.6  

Pertumbuhan Produksi, Ekspor, dan Penjualan Batubara 
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Berdasarkan data tahun 2009, disamping Sumatera, porsi cadangan batubara di 
Kalimantan juga merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Hampir 50 
persen dari cadangan batubara nasional terdapat di Kalimantan. 

 
Gambar 3.D.7  

Sumberdaya Batubara 

 
 
Kegiatan industri batubara Koridor Ekonomi Kalimantan terpusat di Provinsi 
Kalimantan Timur. Lebih dari 70 persen cadangan batubara Kalimantan 
terkonsentrasi di provinsi tersebut, kemudian diikuti oleh Kalimantan Selatan 
sebesar 23,7 persen, Kalimantan Tengah 3,1 persen, dan Kalimantan Barat 1 
persen. 

Gambar 3.D.8  

Penambangan Batubara di Areal Pedalaman Kalimantan 

 
 

Sebagian besar cadangan batubara baru ditemukan di pedalaman Kalimantan. 
Namun kendala yang dihadapi untuk mengakses areal tambang batu bara yang 
baru adalah keterbatasan transportasi batubara yang ekonomis seperti jaringan 
kereta api atau angkutan sungai serta keterbatasan pembangkit listrik. 
Dampaknya ialah sebagian besar investor memilih untuk melakukan investasi 
sendiri, seperti pembangunan jalan privat milik perusahaan daripada 
menggunakan jalan umum yang tersedia guna memenuhi kebutuhan 
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infrastruktur tersebut sehingga mengakibatkan tingginya nilai investasi untuk 
pertambangan batubara. 
 
Menurut hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan data eksisting 
jumlah produksi batubara di Kalimantan Tengah tahun 2009, jumlah produksi 
batubara akan meningkat 6,7 kali jika dilakukan perbaikan infrastruktur di 
Kalimantan Tengah. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa 
perbaikan infrastruktur dapat memberikan nilai tambah bagi produksi batubara, 
khususnya di wilayah pedalaman. 

 
Permasalahan umum yang dihadapi oleh sektor pertambangan di Kalimantan 
adalah tumpang tindih antara wilayah pertambangan dengan wilayah hutan dan 
perkebunan. Tantangan pengembangan sektor batubara juga muncul dari 
lemahnya birokrasi perizinan berupa ketidakjelasan time frame atau SOP 
(Standard Operating Procedure) dalam pengurusan izin. Untuk itu, reformasi 
birokrasi dan pelayanan prima dalam pemberian izin usaha pertambangan 
batubara harus segera terlaksana. 
 
Strategi umum pengembangan kegiatan ekonomi utama pertambangan batubara 
adalah mendorong kegiatan ekstraksi cadangan besar batubara yang terletak di 
wilayah pedalaman Kalimantan, disertai penyiapan infrastruktur dan regulasi 
yang mendukung dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 
 
Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah bahan mineral sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara, maka investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi  
produk batubara perlu dikembangkan, antara lain investasi untuk konversi 
batubara seperti gasifikasi batubara yang dapat menghasilkan Bahan Bakar Gas 
(BBG) dan investasi untuk batubara cair. Selain mendapatkan keuntungan dari 
perbedaan harga, multiplier effect yang diciptakan juga akan sangat besar, antara 
lain dari peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan juga dari 
penghematan substitusi impor. 
 
Upaya peningkatan nilai tambah batubara ini memerlukan suatu insentif dari 
Pemerintah, mengingat tingkat kesulitan yang dihadapi cukup tinggi. Salah satu 
insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah antara lain adalah insentif pajak 
dan mendorong pengembangan teknologi pengolahan batubara (eksplorasi dan 
produksi) yang ramah lingkungan. 
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Gambar 3.D.9  

Rantai Nilai Batubara 

 
 

Rencana investasi industri batubara Kalimantan dalam periode 2011 – 2015 akan 
fokus pada lokus Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, Kalimantan Selatan, dan 
Kalimantan Barat. 

 
1) Regulasi dan Kebijakan  

Untuk dapat memberi kepastian usaha pengembangan kegiatan ekonomi 
utama batubara, perlu adanya penataan regulasi dan kebijakan berikut: 
a) Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan 

Kabupaten/Kota di Kalimantan, serta penyelarasan antara Undang-Undang 
Kehutanan no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang no. 
4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

b) Perbaikan regulasi terkait dengan administrasi pertanahan dan penyelesaian 
konflik pemanfaatan ruang antara kawasan pertambangan batubara dan 
kawasan hutan (clean and clear); 

c) Penyelesaian isu lingkungan mengenai masalah pengategorian limbah dan 
emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan 
konservasi lingkungan; 

d) Pemberian jaminan supply/pasokan bahan baku untuk industri dan energi 
kelistrikan dalam negeri melalui pemberlakuan Domestic Market 
Obligation; 

e) Perbaikan birokrasi dalam proses perijinan guna simplifikasi SOP perizinan 
agar dapat memberi pelayanan prima dalam perijinan dan menjamin 
kontinuitas usaha (kepastian dalam hal gaining profit and risk); 

f) Perumusan mekanisme insentif pajak yang menarik bagi pelaku usaha 
(investor) untuk menghindari terjadinya economic high cost (pajak-pajak, 
bea masuk, pungutan lain atas impor, dan cukai ditambah dengan berbagai 
pungutan liar) dalam rantai pasokannya (supply chain); 

g) Perumusan mekanisme insentif pajak bagi pelaku usaha yang melakukan 
investasi nilai tambah batubara (antara lain coal upgrading dan konversi 
batubara). 
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2) Konektivitas (infrastruktur)  
Terkait dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam menunjang 
pengembangan kegiatan ekonomi utama batubara, diidentifikasi hal-hal yang 
perlu dibenahi, yaitu: 
a) Pengembangan jaringan rel kereta api khusus batubara untuk 

menghubungkan antara lokasi pertambangan di pedalaman dengan 
pelabuhan dan atau pemanfaatan angkutan sungai agar kegiatan eksploitasi 
batubara di wilayah pedalaman menjadi layak secara ekonomis; 

b) Peningkatan dan penambahan kapasitas pelabuhan, baik pelabuhan sungai 
maupun pelabuhan laut sebagai akibat dari kenaikan produksi tambang 
batubara di wilayah pedalaman Kalimantan yang diproyeksikan akan terus 
meningkat, dan secara khusus diperlukan pengembangan pelabuhan di 
sungai Barito dan Mahakam yang terhubung dengan jaringan rel kereta api; 

c) Pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha pertambangan batubara yang 
melakukan pembangunan infrastruktur; 

d) Peningkatan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik untuk keperluan 
penambangan batubara. 

 
3) SDM dan IPTEK  

Dalam upaya optimalisasi penciptaan nilai tambah dan menggerakkan 
pengembangan kegiatan ekonomi utama pertambangan batubara di 
Kalimantan diperlukan: 
a) Upaya pengembangan teknologi pengolahan batubara (antara lain untuk 

gasifikasi dan batubara cair), serta teknologi eksplorasi dan produksi yang 
ramah lingkungan; 

b) Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), baik untuk tenaga manajerial maupun 
tenaga operasional; 

c) Pelatihan dalam penambangan serta pemanfaatan batubara yang antara lain 
meliputi teknologi batubara bersih, keselamatan penambangan, studi 
kelayakan, dan pelatihan manajerial penting untuk dilakukan oleh setiap 
pelaku usaha. 

 
c. Kelapa Sawit 

Hasil perkebunan di Kalimantan didominasi oleh produksi kelapa sawit dengan 
kontribusi mencapai 80 persen, jauh lebih besar dibandingkan hasil produksi 
perkebunan karet dan kelapa. Adapun, menurut data dari BPS (2008) diketahui 
bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 53 persen dari total luas 
areal perkebunan di Kalimantan. 
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Gambar 3.D.10  

Produksi Perkebunan Kelapa Sawit 

 
Total luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera (sekitar 5 juta Ha) lebih 
besar daripada luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 2 juta 
Ha). Namun, jika ditinjau dari tingkat perkembangan areal perkebunan kelapa 
sawit di Kalimantan (sekitar 13 persen per tahun) tumbuh lebih pesat 
dibandingkan perkembangan areal kelapa sawit di Sumatera (sekitar 5 persen per 
tahun). 

 
Gambar 3.D.11  

Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit 

 
Namun yang perlu diperhatikan, peluang untuk melakukan ekspansi lahan 
perkebunan sawit di Kalimantan dapat dikatakan terbatas karena adanya 
pertimbangan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan intensifikasi perlu 
dilakukan untuk meningkatkan produksi kegiatan ekonomi utama ini.  
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Gambar 3.D.12  

Produktivitas CPO 

 
Produktivitas kelapa sawit di Kalimantan jumlahnya masih di bawah negara-
negara lainnya yang merupakan negara benchmark produsen kelapa sawit. 
Produktivitas CPO Kalimantan berada di bawah rata-rata produktivitas Malaysia 
yang bisa mencapai 4,6 Ton/Ha. Potensi signifikan yang dimiliki oleh Kalimantan 
diharapkan mampu memberikan tambahan angka produksi kelapa sawit di 
Indonesia secara nasional. 
 
Terdapat potensi peningkatan nilai yang signifikan dari pengembangan kelapa 
sawit, terutama dari pengembangan industri hulu melalui pengembangan lahan 
yang selektif, konversi lahan produktif, dan peningkatan produksi CPO. 

 
Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit dapat dilihat melalui rantai nilai seperti di 

bawah ini: 

Gambar 3.D.13  

Rantai Nilai Kelapa Sawit 
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Dalam kegiatan ekonomi utama kelapa sawit masalah utama yang dihadapi 
adalah belum optimalnya upaya hilirisasi di dalam negeri, yang disebabkan 
karena belum terbangunnya iklim investasi yang mendukung dan menarik. 
Skema insentif perpajakan dinilai belum cukup menarik, dan pengenaan Bea 
Keluar (BK) CPO dinilai belum menggiring ke pengoptimalan potensi nilai 
tambah industri hilir kelapa sawit, dan pemanfaatan dana dari BK juga belum 
difokuskan bagi pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung. Belum 
optimalnya kapasitas produksi kelapa sawit dalam negeri disebabkan oleh 3 hal 
sebagai berikut: 
1) Penggunaan bibit berkualitas rendah. Riset menunjukkan bahwa penggunaan 

bibit kualitas tinggi dapat meningkatkan hasil produksi sampai 47 persen dari 
keadaan saat ini; 

2) Penggunaan pupuk yang sedikit karena mahalnya harga pupuk; 
3) Waktu antar Tandan Buah Segar (TBS) ke penggilingan yang lama (diatas 48 

jam) membuat menurunnya produktivitas CPO yang dihasilkan. 
 

Penggilingan: Hal yang perlu diperbaiki dari rantai nilai ini adalah akses yang 
kurang memadai dari perkebunan kelapa sawit ke tempat penggilingan. Akses 
yang kurang memadai ini berdampak pada biaya transportasi yang tinggi dan 
produktitivitas yang rendah. Pembangunan akses ke area penggilingan ini 
merupakan salah satu hal utama demi menjamin peningkatan produksi minyak 
kelapa sawit. Selain itu, kurangnya kapasitas pelabuhan laut dan tidak adanya 
tangki penimbunan mengakibatkan waktu tunggu yang lama di pelabuhan yang 
kemudian berimplikasi pada biaya transportasi yang tinggi. 

 
Penyulingan: Kegiatan penyulingan adalah kegiatan yang akan mengubah CPO 
dari penggilingan menjadi produk akhir. Dengan berlebihnya kapasitas yang ada 
saat ini (50 persen utilisasi), rantai nilai penyulingan mempunyai margin yang 
rendah (USD 10/Ton) jika dibandingkan dengan rantai nilai perkebunan (sekitar 
USD 350/ton). Hal ini yang membuat kurang menariknya pembangunan rantai 
nilai tersebut bagi investor. 

 
Hilir Kelapa Sawit: Industri hilir utama dalam mata rantai industri kelapa sawit 
antara lain perkilangan, oleo kimia, dan biodiesel. Seperti halnya rantai nilai 
penyulingan, bagian hilir kelapa sawit ini juga mempunyai kapasitas yang cukup. 
Hal ini membuat rendahnya margin dari rantai nilai tersebut. Namun demikian, 
pengembangan industri hilir sangat dibutuhkan untuk mempertahankan posisi 
strategis sebagai penghasil hulu  sampai hilir, sehingga dapat menjual produk 
yang bernilai tambah tinggi dengan harga bersaing.  
 
Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Koridor Ekonomi Kalimantan terdapat di 
Kutai Timur, Paser dan Bulungan, Kalimantan Timur; Banjar dan Kotabaru, 
Kalimantan Selatan; Barito, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur, 
Kalimantan Tengah; Sanggau dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rencana 
investasi industri kelapa sawit yang akan dilakukan di Kalimantan pada periode 
2011—2015 berupa proyek-proyek pengembangan dan pembukaan lahan 
perkebunan kelapa sawit. Terdapat juga pengembangan kapasitas pelabuhan di 
Kumai Kalimantan Tengah. Hampir semua kegiatan investasi kelapa sawit Koridor 
Ekonomi Kalimantan dilakukan oleh pihak swasta walaupun masih ada beberapa 
kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan BUMN. 
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1) Regulasi dan Kebijakan  

Dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di 
Kalimantan, diperlukan dukungan kebijakan dan penataan regulasi hal-hal 
berikut: 
a) Kebijakan Pemerintah untuk membantu pemilik lahan dalam meningkatkan 

hasil kelapa sawit mereka, dimana fokus kebijakannya adalah pemilik lahan 
skala kecil karena mereka menguasai mayoritas lahantanam, namun 
produktivitas mereka jauh lebih kecil dibandingkan korporasi pemilik lahan 
skala besar; 

b) Kebijakan berupa inisiatif strategis untuk mendukung pemilik lahan kelapa 
sawit agar dapat meningkatkan produktivitasnya, melalui pembentukan 
Badan Kelapa Sawit, penyediaan dukungan finansial bagi pemilik lahan 
skala kecil, dan memperbaiki regulasi dan perencanaan. 

 
2) Konektivitas (infrastruktur)  

Dukungan infrastruktur (enabler) yang diperlukan untuk peningkatan 
konektivitas bagi pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di 
Kalimantan meliputi: 
a) Perbaikan kapasitas pelabuhan kelapa sawit dan pembenahan proses dalam 

pelabuhan terkait di Kalimantan; 
b) Ekspansi kapasitas dan perbaikan proses di dua pelabuhan utama kelapa 

sawit (Kumai dan Pangkalan Bun) yang diperlukan untuk mengantisipasi 
pertumbuhan produksi kelapa sawit; 

c) Perbaikan akses jalan di perkebunan, dimana waktu transpor dari 
perkebunan menuju miling mempengaruhi produktivitas kelapa sawit 
secara signifikan. 

 
3) SDM dan IPTEK  

Salah satu dukungan yang diperlukan terkait sumber daya manusia dan 
teknologi untuk pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di 
Kalimantan, adalah dengan menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan 
bidang pengembangan produksi kelapa sawit. 

 
 

d. Besi Baja 
Baja adalah salah satu logam yang memiliki peranan strategis dalam 
meningkatkan daya saing dan pembangunan ekonomi bangsa. Industri baja 
memiliki multiplier effect yang besar karena keterkaitannya dengan industri-
industri lain. Kalimantan memiliki cadangan biji besi terbesar di Indonesia, dan 
keberadaannya bagi industri besi dan baja Indonesia sangat penting. Sebesar 84 
persen cadangan besi baja primer dan 29 persen cadangan bijih besi laterit 
Indonesia terdapat di Kalimantan. Tren pergerakan harga besi baja yang terus 
naik dan potensi kontribusinya terhadap perekonomian yang diperkirakan dapat 
naik dua kali lipat, adalah faktor-faktor yang mendorong pengembangan industri 
besi baja secara optimal. 
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Gambar 3.D.14  

Cadangan Bijih Besi 

 
Kegiatan ekonomi utama besi baja di Kalimantan, terdapat di Kalimantan Tengah 
(Kotawaringin Barat)  dan Kalimantan Selatan (Batulicin, Tanah Bumbu, dan 
Tanah Laut). Pengembangan proyek di lokasi tersebut antara lain pengolahan dan 
pemurnian bijih besi serta pengembangan industri benefisiasi yang mengolah 
bijih besi dari tambang menjadi bahan baku (pellet dan sponge iron) untuk 
industri baja di Indonesia. Pelaku usaha industri besi dan baja di Kalimantan 
didominasi oleh investor swasta dengan nilai investasi yang teridentifikasi hingga 
tahun 2015 sebesar IDR 40 Triliun. 
 
Sejak tahun 2004, permintaan industri baja terus mengalami peningkatan yang 
didorong oleh adanya peningkatan permintaan di berbagai industri lain, seperti 
elektronik, infrastruktur, dan otomotif. Walau demikian, tingkat konsumsi baja 
per kapita di Indonesia saat ini sebesar 37,1 kg/kapita per tahun masih lebih 
rendah apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, 
Singapura, Thailand, dan Vietnam. 
 
Tingginya angka ekspor bijih besi dan banyaknya kegiatan penambangan liar 
yang mengabaikan good mining practice juga merupakan hal-hal yang perlu 
diantisipasi. Sejak tahun 2006, volume ekspor bijih besi jauh lebih besar dari 
impor, namun hingga kini neraca perdagangan bijih besi masih defisit. Salah satu 
strategi pengembangan industri besi baja nasional adalah mendorong terciptanya 
sinergi dan keterkaitan pada semua mata rantai dalam industri hulu sampai 
industri hilir baja. Berikut adalah rantai nilai industri baja. 
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Gambar 3.D.15:  

Rantai Nilai Industri Baja 

 
Industri hulu dalam mata rantai industri besi baja adalah pertambangan bijih 
besi, sedangkan industri hilirnya adalah industri baja finished flat product dan 
industri baja finished long product. Sinergi industri hulu dan hilir baja dapat 
dilakukan dengan memfasilitasi kemitraan antara industri hulu dan hilir untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku industri hilir dan mendorong peningkatan 
penggunaan baja produksi dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur dan 
pengembangan industri pertahanan. 

 
Gambar 3.D.16:  

Konsumsi Baja 

 
Saat ini di Indonesia masih ada beberapa bagian dari rantai nilai industri baja 
yang belum tersedia. Dengan demikian, dalam periode 2011—2014, investasi 
pada industri besi dan baja akan berfokus pada pengembangan industri antara 
melalui pengembangan industri pengolahan atau benefisiasi industri besi dan 
baja. Upaya ini dapat pula memberikan implikasi positif guna pengoptimalan 
potensi peningkatan nilai tambah industri hulu di dalam negeri dalam rangka 
program perkuatan revitalisasi baja nasional. 

 
1) Regulasi dan Kebijakan  

Pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja di Kalimantan memerlukan 
penataan regulasi dan dukungan kebijakan berikut: 
a) Penyelesaian kebijakan industri (blue print) industri baja (yang 

menunjukkan sinergitas dan keterkaitan pada semua mata rantai dalam 
industri hulu sampai industri hilir baja) dan pengembangan industri baja 
agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri (self-sufficient steel 
industry); 

b) Penertiban kegiatan penambangan liar, agar neraca perdagangan bijih besi 
tidak defisit (walaupun sejak tahun 2006 volume ekspor bijih besi jauh 
lebih besar dari impor); 
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c) Penetapan bea keluar bijih besi yang tinggi dalam rangka pembatasan 

ekspor bahan mentah juga perlu diterapkan agar permintaan nasional dapat 
terpenuhi. 

2) Konektivitas (infrastruktur)  
Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk peningkatan konektivitas 
dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja sebagai berikut: 
a) Penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jaringan jalan, jalur 

kereta api dan pelabuhan di kawasan industri besi baja; 
b) Meningkatkan infrastruktur pendukung (jalan, jalur kereta api, limbah) di 

lokasi kawasan industri besi baja maupun antar lokus kegiatan terkait. 
 

3) SDM dan IPTEK  
Pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja di Kalimantan memerlukan  
dukungan pengembangan SDM dan IPTEK sebagai berikut: 
a) Mendorong penggunaaan teknologi tinggi yang mampu mendorong 

peningkatan produktivitas dan penciptaan produk yang berkualitas baik, 
dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam industri besi dan baja; 

b) Mendorong penggunaan teknologi eksplorasi non-destruktif yang tepat, 
akurat, serta efisien untuk dapat mengidentifikasi potensi bijih besi dalam 
suatu wilayah; 

c) Pengembangan teknologi yang dapat mengolah bijih besi kadar rendah dan 
atau lateritik untuk dapat menghasilkan bahan baku dengan kualifikasi 
yang disyaratkan oleh industri baja dapat dilakukan dengan bantuan Badan 
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

 
e. Bauksit 

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai penyimpan cadangan bauksit terbesar nomor 
tujuh di dunia sekaligus menjadi produsen bauksit nomor empat di dunia. 
Besarnya cadangan bauksit Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta ton. 

 

Gambar 3.D.17:  

Profil Bauksit Indonesia 

 
 

Di Kalimantan, cadangan bauksit terbesar berada di wilayah Kalimantan Barat. 
Namun, hingga saat ini, mayoritas hasil tambang bauksit diekspor sebagai bahan 
baku mentah. Sebagai bahan baku pembuatan aluminium, kebutuhan akan 
industri pengolahan bauksit menjadi alumina perlu secara serius dikembangkan 
di Indonesia. Selain untuk menjalankan mandat Undang-Undang No.4 tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai upaya optimalisasi 
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nilai tambah bahan baku mineral, harga jual alumina yang bisa mencapai 10 kali 
harga jual bauksit, dan tingginya angka impor alumina merupakan salah satu 
alasan mengapa industri pengolahan bauksit menjadi alumina perlu 
dikembangkan di Kalimantan. 
 
Di masa yang akan datang, untuk mendukung penciptaan nilai tambah di dalam 
negeri, pengembangan industri aluminium terpadu yang mengkombinasikan 
industri alumina berbahan baku lokal (smelter grade alumina), industri 
aluminium smelter (aluminium ingot primer dan molten aluminium), industri 
aluminium antara (aluminium die casting) dan industri aluminium hilir yang 
belum tersedia di Indonesia (aluminium berbasis aluminium cair, aluminium 
pigment, dan aluminium powder) sangat dibutuhkan. 
 

Gambar 3.D.18:  

Rantai Nilai Industri Bauksit 

 
 

Upaya peningkatan nilai tambah ini memerlukan insentif dari pemerintah untuk 
meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, mengingat industri pengolahan 
bauksit menjadi alumina memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Risiko yang 
tinggi ini seringkali menyulitkan pelaku usaha dalam mendapatkan sumber dana 
pembiayaan untuk melakukan investasi dalam industri pengolahan bauksit. 
 
Rencana investasi industri bauksit yang akan dilakukan di Kalimantan pada 
periode 2011 – 2014 berfokus pada pengolahan bauksit menjadi alumina dengan 
sentra produksi di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur dan 
Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Sanggau di Propinsi Kalimantan Barat. 
Investasi pada industri bauksit didominasi oleh investor swasta dengan nilai 
investasi kurang lebih mencapai IDR 57 Triliun. 
 
1) Regulasi dan Kebijakan  

Untuk mencapai produktivitas bauksit yang optimal, diperlukan upaya-upaya 
perbaikan regulasi ataupun kebijakan berikut: 
a) Diperlukan adanya standar operasi yang mengatur mekanisme perizinan, 

agar praktik pungutan liar yang masih menjadi masalah klasik 
terkendalanya pengembangan kegiatan ekonomi utama bauksit/alumina 
dapat dikurangi atau dihilangkan; 
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b) Memberi jaminan kepastian hukum dan pembebasan investor dari 

praktik-praktik pungutan liar, terutama dibutuhkan bagi investor yang 
sudah menerapkan good mining practice. 

 
2) Konektivitas (Infrastruktur)  

Pengembangan investasi kegiatan ekonomi utama bauksit di Kalimantan 
membutuhkan dukungan berupa infrastruktur, antara lain pelabuhan dan 
jalan akses menuju pelabuhan, jalan akses atau conveyor belt yang 
menghubungkan area tambang dengan pabrik, serta pembangkit listrik. 

 
3) SDM dan IPTEK  

Untuk mendukung terciptanya kemandirian produksi dan pengolahan 
bauksit di Indonesia, khususnya di Kalimantan dibutuhkan adanya: 
a) Penguatan kapasitas SDM dan IPTEK yang antara lain dapat dilakukan 

dengan mendirikan pusat desain dan rekayasa teknologi aluminium; 
b) Pengembangan pendidikan dan transfer teknologi pada institusi 

pendidikan tinggi untuk meningkatkan keahlian teknis dalam bidang 
industri ini. 

 
f. Perkayuan 

Dalam perekonomian nasional, sejak tahun 2005 hingga 2009, sektor kehutanan 
memberi kontribusi antara 8 – 9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
Nasional atau dengan total produksi mencapai IDR 36,1 Triliun di tahun 2007 
dan IDR 44,9 Triliun di tahun 2009 (BPS, 2010).  
 
Pulau Kalimantan merupakan salah satu paru-paru utama dunia terkait dengan 
masih luasnya area hutan yang terkandung di dalamnya. Pulau Kalimantan 
tercatat memiliki kawasan hutan terluas kedua setelah Pulau Papua dengan luas 
kawasan hutan masing-masing sebesar 41 Juta Ha dan 42 Juta Ha. Namun dari 
segi luas kawasan hutan produksi, Kalimantan merupakan pulau dengan luas 
kawasan hutan produksi tertinggi (29,8 Juta Ha), dan baru sekitar 52,7 persen 
(15,7 Juta Ha) yang sudah dimanfaatkan sebagai Hutan Produksi (berdasarkan 
data Kementerian Kehutanan, 2009). Menurut data dari Kementerian Kehutanan 
Kalimantan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKK) – 
Hutan Tanaman Industri (HTI) dan IUPHKK – Hutan Alam (HA) yang besar. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar bagi pengembangan 
investasi di industri perkayuan, sebagai industri utama di sektor kehutanan. 
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Gambar 3.D.19: 

Luas Lahan Kalimantan 

 
Sektor kehutanan sendiri secara umum masih menyimpan potensi lain (non-
kayu) yang belum dioptimalkan pengelolaannya, yaitu seperti potensi buah-
buahan, rotan, bambu, lebah, sutera, gaharu, dan tentu dapat berfungsi sebagai 
penyerap karbon yang terkemas dalam skema internasional Reducing Emission 
from Deforestation and Degradation (REDD+). 

 
Gambar 3.D.20:  

Sebaran Kawasan Hutan Pada Masing-Masing Provinsi Kalimantan (dalam ribu hektar) 

 
Gambar di atas menunjukkan masih besarnya potensi pengembangan industri 
perkayuan berdasarkan luasnya kawasan Hutan Produksi, yang terdiri dari Hutan 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
- 112 -  

 
 

 
Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Alam (HA) 
yang belum dimanfaatkan potensi nilai ekonominya. Hal ini juga tercermin pada 
stagnannya kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto 
(PDB) nasional, walaupun secara nominal terdapat peningkatan volume output 
pada sektor kehutanan. Menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dan 
pengelolaan hasil hutan dalam perekonomian Indonesia. 
 
Untuk mendorong industri perkayuan sebagai bagian dari sektor kehutanan, 
perlu dilakukan perubahan paradigma dalam industri perkayuan Indonesia. 
Produksi kayu bulat sudah harus difokuskan melalui Hutan Tanaman (baik Hutan 
Tanaman Industri maupun Hutan Tanaman Rakyat), sementara pemanfaatan 
Hutan Alam produktif dapat lebih diarahkan untuk pemanfaatan potensi non-
kayu hutan. Pengembangan Hutan Tanaman dipandang perlu bukan hanya 
karena cadangan Hutan Alam produktif semakin menipis, tapi juga karena 
pengembangan Hutan Tanaman dapat memproduktifkan kembali kawasan Hutan 
Alam produktif yang telah rusak (Menurut Pusat Inventarisasi dan Statistik 
Kehutanan, Kementrian Kehutanan (2002), Kalimantan mencatat sekitar 6,34 
juta hektar (31,7%) dari Kawasan Hutan Produksi perlu direhabilitasi). Selain itu 
Hutan Tanaman dapat menyediakan bahan baku kayu bulat dengan harga yang 
lebih murah daripada kayu bulat dari Hutan Alam, sehingga Industri Primer Hasil 
Hutan Kayu (IPHHK) dapat menjadi lebih kompetitif. 
 
Hal yang tidak kalah penting untuk mendorong optimalisasi kontribusi sektor 
kehutanan adalah peningkatan Produktivitas Hutan Tanaman melalui 
pengembangan dan perluasan aplikasi teknik penanaman yang efisien. Rencana 
investasi di industri perkayuan untuk jangka pendek dan menengah (rencana 
investasi fast track MP3EI) di Pulau Kalimantan telah tercatat berupa investasi HTI 
dan IPHHK. Rencana investasi HTI terluas tersebar di beberapa lokus di 
Kalimantan Barat (1.004.493 Ha, nilai investasi sekitar IDR 9,6 Triliun), diikuti 
oleh Kalimantan Timur (416.748 Ha, nilai investasi sekitar IDR 7,2 Triliun), 
Kalimantan Tengah (269.446 Ha, nilai investasi sekitar IDR 5,4 Triliun), dan 
Kalimantan Selatan (89.400 Ha, nilai investasi sekitar IDR 1,3 Triliun). Untuk 
rencana investasi di IPHHK tercatat masih terpusat di Kalimantan Timur (sekitar 
IDR 7,8Triliun), dan di Kalimantan Tengah yang mencatat rencana investasi 
sebesar IDR 893 Miliar. 

 
Gambar 3.D.21:  

Rantai Nilai Industri Perkayuan (yang tercakup dalam Sektor Kehutanan) 
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Turut tercatat beberapa tantangan yang masih merintangi usaha pengembangan 
industri perkayuan (HTI dan IPHHK) antara lain: 
1) Tantangan dalam pengembangan HTI utamanya terletak pada sempitnya ruang 

gerak pengusaha HTI dalam memasarkan kayu bulatnya. Keran ekspor kayu 
bulat saat ini telah ditutup, sementara struktur pasar domestik cenderung 
masih bersifat monopsoni (dikuasai oleh beberapa pemain utama). Kedua hal 
tersebut kemudian menyebabkan rendahnya daya tawar pengusaha HTI dalam 
proses penentuan harga jual domestik. Saat ini terjadi selisih signifikan antara 
harga kayu bulat domestik dan internasional (harga domestik lebih rendah 
sekitar 30 – 40 persen). 

2) Sementara tantangan dalam pengembangan IPHHK, khususnya IPHHK dari 
investasi dalam negeri, adalah masih rendahnya animo perbankan untuk 
memberikan dukungan pembiayaan, baik untuk keperluan revitalisasi mesin-
mesin yang sudah tua, maupun untuk pengembangan IPHHK baru. 

 
1) Regulasi dan Kebijakan  

Untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut di atas, diperlukan dukungan 
kebijakan berikut: 
a) Pengembangan industri perkayuan harus dilakukan melalui pengembangan 

investasi di HTI dan IPHHK secara simultan, bukan sekuensial; 
b) Paradigma pada pengembangan investasi IPHHK tidak boleh bersifat sempit 

yang hanya fokus pada peningkatan investasi tertanam, melainkan bersifat 
luas di mana peningkatan investasi harus disertai dengan peningkatan 
jumlah pemain guna menyeimbangkan kekuatan tawar-menawar di pasar 
kayu bulat, khususnya jika pembukaan kembali keran ekspor kayu bulat 
bukan pilihan yang tersedia; 

c) Sektor perbankan perlu didorong untuk turut mendukung pengembangan 
investasi di IPHHK dengan sosialisasi tingkat keuntungan dan karakteristik 
risiko pada investasi IPHHK. 

 
g. Kegiatan Ekonomi Lain 

Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Kalimantan 
di atas, koridor ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai 
potensi pengembangan seperti karet, pertanian pangan, peternakan, perikanan 
dan pariwisata yang difokuskan pada 7 Destinasi Pariwisata Nasional. 

 
2. Investasi 

Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan teridentifikasi rencana 
investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama Minyak & Gas Bumi, Batubara, Kelapa 
Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan, serta infrastruktur pendukung sebesar IDR 945 
Triliun. 
 
Berikut ini adalah gambaran umum rencana investasi kegiatan ekonomi utama dan 
infrastruktur yang terdapat di Kalimantan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
- 114 -  

 
 

 
Gambar 3.D.22:  

Nilai Investasi di Koridor Ekonomi Kalimantan 

 
Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan 
menjadi kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi Kalimantan, tetapi menjadi 
bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama seperti tembaga, karet, pertanian pangan, 
perikanan, dan peternakan dengan jumlah investasi sebesar IDR 20,5 Triliun. Selain 
itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama 
yang dikembangkan di MP3EI seperti petrokimia, bahan peledak, mangaan, dan 
barang konsumsi sebesar IDR 72 Triliun. 
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3. Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Kalimantan 

Gambar 3.D.23:  

Peta Investasi Koridor Ekonomi Kalimantan 
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Gambar 3.D.24:  

Aglomerasi Indikasi Investasi 

 
Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama di atas, 
Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan investasi dalam penyediaan 
infrastruktur. Komitmen investasi pemerintah, BUMN, dan campuran dalam 
penyediaan infrastruktur teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut.  

 

Gambar 3.D.25:  

Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN dan Campuran 
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Dalam jangka panjang, pengembangan kegiatan ekonomi utama difokuskan untuk 
membangun industri hilir kegiatan ekonomi utama, didukung dengan penguatan 
teknologi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan & 
teknologi (IPTEK). Selain itu, sektor jasa juga perlu dikembangkan untuk 
menggantikan kegiatan ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terbarukan di 
Koridor Ekonomi Kalimantan. 
Selain itu, inisiatif yang ditawarkan di Koridor Ekonomi Kalimantan dapat berupa 
penciptaan dan pengembangan aglomerasi industri yang didukung oleh pengadaan 
infrastruktur pendukung seperti tenaga listrik, air bersih, dan pengolahan limbah. 
Pusat kegiatan ekonomi utama dalam struktur tata ruang Kalimantan dihubungkan 
melalui jaringan jalan raya dan jalur rel kereta api trans Kalimantan yang 
terintegrasi dengan angkutan sungai. Pola pengembangan industri hilir kegiatan 
ekonomi pertambangan, pertanian, dan perkebunan yang terintegrasi dengan 
pengembangan kluster industri hilirnya dikembangkan di sepanjang sungai. Hal ini 
dilakukan untuk efisiensi pengadaan prasarana perhubungan (darat). Sesuai dengan 
sumber daya alam dan kondisi geografis Pulau Kalimantan, Koridor Ekonomi 
Kalimantan mempunyai tema pembangunan atau aktivitas utama pembangunan 
sebagai hasil tambang dan lumbung energi nasional. Seluruh upaya pembangunan 
Koridor Ekonomi Kalimantan ini dibangun dengan kesadaran penuh untuk tetap 
melestarikan hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Sinergi antara kegiatan 
pertambangan dan kehutanan ini dapat dilakukan melalui good mining practice 
pada saat eksplorasi dan kegiatan pasca tambang. 

 
Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perluasan ekonomi di Koridor 
Ekonomi Kalimantan, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menjamin 
kepastian dan keberlangsungan usaha para pelaku sektor. Beberapa perubahan dan 
harmonisasi regulasi terkait pertambangan, perkebunan, kehutanan, lingkungan, 
serta tata ruang dilakukan guna meminimalisasi hambatan-hambatan yang bersifat 
kontraproduktif terhadap optimalisasi penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan 
peningkatan nilai tambah produk yang akan diekspor. Dalam pengembangan 
jaringan infrastruktur, di Kalimantan terdapat model pengembangan infrastruktur 
konsorsium, di mana beberapa perusahaan kegiatan ekonomi utama batubara (sabuk 
conveyor, rel kereta api, dan jalan yang sama) saling berbagi infrastruktur sehingga 
dapat meningkatkan efisiensi. 

 


